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Abstract: The preconditioned implementation of the teacher’s competency improvement policy at

schools is very essential as the teachers are the spearhead in carrying out education at schools. This

precondition includes communication, resources, attitude disposition of the executives, and

bureaucratic structure. This research used qualitative approach and multi-case study design. The

results of the research showed the following points: First, the quality of the communication gave

sufficient support in implementing the school’s policy. The extended communication seemed to be

prudent, attractive, accurate, right to the target, open and religious but arrogant. Second, the quality

of the available resources was sufficient in supporting the school’s policy implementation. Third,

the quality of the executive’s attitude disposition gives sufficient support. Fourth, the quality of the

bureaucratic structure, the use of reference/SOP, and resource gave sufficient support.

Key words :analysis, policy implementation preconditioned , increase, teachers’ competence, SMP,

MTs

Abstrak: Pelaksanaan kebijakan prasyarat peningkatan kompetensi guru di sekolah sangat penting

karena guru merupakan ujung tombak dalam melaksanakan pendidikan di sekolah. Prasyarat ini

mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi sikap eksekutif, dan struktur birokrasi. Penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif dan rancangan kajian multi kasus. Hasil penelitian menunjukkan

sebagai berikut. Pertama, kualitas komunikasi memberikan dukungan yang cukup dalam pelaksanaan

kebijakan sekolah. Bentuk komunikasi yang diperluas tampaknya berupa komunikasi yang hati-hati,

menarik, akurat, tepat ke sasaran, terbuka dan religius, tapi tegas. Kedua, kualitas sumber daya yang

tersedia sudah cukup dalam mendukung pelaksanaan kebijakan sekolah. Ketiga, kualitas sikap

eksekutif memberikan dukungan yang cukup. Keempat, kualitas struktur birokrasi, penggunaan

referensi / SOP, dan sumber daya memberikan dukungan yang cukup.

Kata kunci: analisis, kebijakan pelaksanaan prasyarat, meningkatkan, kompetensi guru, SMP, MTs

Prakondisi merupakan kondisi yang dijadikan landasan

atau sebagai prasyarat bagi suatu proses pelaksana-

an kebijakan. Dalam praktik keseharian, kepala seko-

lah dituntut untuk memiliki kemampuan mengimple-

mentasikan kebijakan peningkatan kompetensi guru

sebagai wujud tuntutan globalisasi, sumber daya ma-

nusia (SDM) unggul, persaingan ketat dan terbuka,

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

(IPTEKS), tuntutan profesionalisme keguruan, stan-

darisasi, dan orientasi mutu pendidikan.

Gejolak dan tuntutan globalisasi bagi bangsa In-

donesia ternyata membawa dampak yang sangat be-

sar terhadap berbagai perubahan mendasar disemua

bidang termasuk dunia persekolahan. Globalisasi di

sekolah berdampak terhadap ketatnya persaingan sa-

tu sama lain yang diwujudkan dalam berbagai bentuk

pelaksanaan kebijakan peningkatan kompetensi guru

(pendidik) oleh kepala sekolah sebagai pelaksana ke-

bijakan. Kepala sekolah yang responsif dan kreatif

akan berdampak pada pembentukan kualifikasi guru

profesional yang efektif dan efisien seperti yang ter-

cantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia

(UU-RI) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pen-

didikan Nasional (Sisdiknas) pasal 40 (c) dan
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP-RI)

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pen-

didikan (SNP) yang intinya adalah mengarah pada

tuntutan standarisasi minimal pendidik dan tenaga

kependidik-an yang berhak memperoleh pembinaan

karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas

di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI) sebagai misi pendidikan nasional.

Standar-standar kebijakan inilah yang kemudian

diacu dan dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan

Nasional melalui kantor-kantor Dinas Pendidikan Na-

sional (Disdiknas) di setiap daerah, hingga seko-lah-

sekolah melalui kepala sekolah masing-masing yang

disebut sebagai kebijakan sekolah (school poli-cy)

sebagai wujud desentralisasi atau demokratisasi

pendidikan (otonomi sekolah) melalui upaya pening-

katan kompetensi guru. Dalam Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia yang sama, dalam pasal 3, di-

tegaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan ber-

fungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pe-

laksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka

mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Tantangan globalisasi yang harus disikapi guru

dengan mengedepankan profesionalisme di sekolah,

terutama dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang begitu cepat dan mendasar. Menyikapi

ini sudah semestinya guru memiliki kemampuan untuk

menyesuaikan diri dengan responsif, arif, dan bijaksa-

na, seperti menguasai dengan baik produk ilmu penge-

tahuan dan seni (Ipteks) terutama di bidang pendi-

dikan. Kepala sekolah adalah orang yang harus ber-

tanggung jawab terhadap perubahan pola pikir itu di

sekolah. Perubahan peran kepala sekolah dari penye-

dia (provider) menjadi pemberdaya (enabler), bah-

kan yang lebih penting adalah peningkatan kompeten-

si guru sebagai perubahan kualitas perilaku sumber-

daya manusia secara kultural.

Berdasarkan analisis Departemen Pendidikan

Nasional (Depdiknas, 2002) ada tiga faktor yang

menjadi penyebab mutu pendidikan di sekolah adalah

rendah dan tidak standar. Faktor pertama,

pengelolaan pendidikan nasional dilakukan secara

birokratik-sentralistik, dimana pusat sangat dominan

dalam pengambilan keputusan dan kebijakan,

sedangkan daerah dan sekolah lebih berfungsi

sebagai pelaksana kebijakan pusat, dengan kata lain

sekolah tidak memiliki otonomi. Faktor kedua,

kebijakan pendidikan yang menggunakan pendekatan

“input-output analysis” yang tidak di-laksanakan

secara konsekuen. Pendekatan ini meng-anggap

bahwa apabila input pendidikan seperti pela-tihan

guru, pengadaan buku pelajaran, dan perbaikan

sarana prasarana pendidikan dipenuhi maka mutu

pendidikan akan meningkat. Faktor ketiga, peranserta

masyarakat khususnya orang tua siswa dalam

penyelengga-raan pendidikan sangat minim.

Konsekuensinya bahwa mengelola sekolah hari

ini tidak bisa lagi diselenggarakan dalam pola organi-

sasi yang sekedar mengikuti tugas-tugas rutin. Me-

ngelola sekolah sekarang sangat dibutuhkan nilai-nilai

kreativitas yang tinggi dan lebih berorientasi kepada

kebutuhan siswa di masyarakat maupun di tengah

bangsa-bangsa di dunia. Di era globalisasi, peran ke-

pala sekolah bukannya semakin lenyap, tetapi justru

harus lebih “menggelegar” gaung maupun gairahnya.

Hal mendasar yang perlu digarisbawahi terletak pada

pemaknaan sebuah manajemen, terutama manaje-

men pendidikan yang sangat luas, kreatif, dan inovatif.

Intinya adalah terletak pada masalah kemauan, ke-

mampuan, keberanian, dan komitmen yang dimiliki

oleh masing-masing kepala sekolah sebagai pimpinan.

Sama halnya mengurus sebuah negara, maka

mengelola sekolah tidak ada bedanya satu sama lain.

Gejala, tantangan, dan semangat pengelolaan dewasa

ini, telah digambarkan dan digagas antara lain oleh

Ohmae dalam “The End of the Nation State” (1995),

dikatakan bukannya semakin “loyo” atau tidak bergai-

rah tetapi justru harus semakin penting. Gagasan seru-

pa dikemukakan juga oleh Porter dalam “The Com-

petitive Advantage of the Nation” (1998) maupun

Kottler, dkk. dalam “Marketing the Nations” (1996).

Memang dalam dunia yang tanpa batas, seperti yang

dikatakan oleh Ohmae dalam “The Borderless

World” (1990) ataupun Hamel (1997), mengatakan

bahwa dalam persaingan global yang bersaing bukan-

lah negara-negara tetapi justru perusahaan-perusaha-

an dan industri, termasuk lembaga-lembaga pemerin-

tahan yang ada didalamnya seperti lembaga pendidik-

an (sekolah). Sebab tidak dapat dipungkiri menurut

Evans (2000) bahwa ada dua kelompok yang nyata-

nyata diuntungkan dari produk sekolah adalah disam-

ping individu siswa (istilah kurikulum 2004 adalah pe-

serta didik) itu sendiri, juga organisasi-organisasi ma-

upun jaringan bisnis-bisnis lain yang akhirnya ber-

dampak pada pengadaan, donasi, sponsor-sponsor

yang semestinya dapat diterima oleh berbagai pihak

pada setiap kebijakan yang diterapkan.

Selain kepemimpinan kepala sekolah,  guru me-

rupakan salah satu komponen manusiawi dalam

proses pembelajaran yang ikut berperan dan sangat
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menentukan pembentukan sumberdaya manusia po-

tensial yang bermutu dibidang pembangunan. Seba-

gai salah satu unsur di bidang kependidikan maka

guru harus berperan secara aktif dan menempatkan

kedudukannya sebagai seorang yang kompeten dan

profesional dalam bidangnya. Tuntutan profesi guru

itu lebih menekankan pada aspek pedagogik,

kepribadian, profesional, dan sosial sehingga nantinya

mampu menjawab tantangan zaman dan me-

nyesuaikan dengan perkembangan ipteks dewasa ini.

Guru tidak cukup hanya mengandalkan ijazah dan

pelatihan-pelatihan formal maupun non formal yang

diadakan sekolah maupun di luar sekolah, tetapi lebih

dari itu sangat dituntut kreatifitas dan kemampuan

profesional yang canggih.

Menyadari  pentingnya meningkatkan kompe-

tensi guru yang standar sebagai suatu kebijakan

sangat implementatif bila dilakukan ditingkat sekolah

secara nyata dan objektif dengan melihat prakondisi

yang dimiliki sebelumnya. Upaya untuk mencapai ha-

rapan itu telah dilaksanakan berbagai kebijakan oleh

masing-masing sekolah secara kondisional, baik beru-

pa kebijakan jangka panjang maupun jangka pendek

melalui berbagai macam program yang menarik. Ke-

bijakan sekolah itu ada karena muncul berbagai per-

masalahan prakondisi implementasi kebijakan sekolah

maupun di kelas, guna mencari setiap pemecahan

masalahnya. Dalam praktik di sekolah, prakondisi pe-

laksanaan sebuah kebijakan itu sangat bervariatif ber-

gantung pada kemampuan kepala sekolah dalam me-

nerapkan kebijakan itu, sehingga setiap kebijakan

yang sama bila dilakukan oleh kepala sekolah, situasi,

dan kondisi lingkungan yang berbeda, maka hasilnya

pun akan berbeda pula. Selain itu, perbedaan ini diba-

ngun pula melalui acuan tugas dan fungsi kepala seko-

lah berdasarkan visi dan misi masing-masing sekolah.

Kebijakan peningkatan kompetensi guru di se-

kolah sangat penting dilaksanakan untuk meningkat-

kan profesionalisme guru, mengingat guru merupakan

ujung tombak terdepan dalam penyelenggaraan pen-

didikan di sekolah. Orang yang paling bertanggung

jawab untuk melaksanakan kebijakan peningkatan

kompetensi guru adalah kepala sekolah. Dikatakan

oleh Drake (2003:26-27), bahwa kepala sekolah ber-

tanggung jawab penuh terhadap kemampuan gurunya

dan sebagai seorang manajer dia berhak untuk mem-

berikan dukungan maupun perlindungan. Kemampu-

an setiap kepala sekolah dalam melaksanakan kebi-

jakan berbeda. Perbedaan itu terletak pada kemam-

puan mereka dalam melaksanakan prakondisi terha-

dap kebijakan. Prakondisi meliputi faktor komunikasi,

sumber daya, disposisi sikap pelaksana, dan struktur

birokrasi. Dalam praktek, hasil prakondisi itu berbeda

setiap sekolah bergantung kepada kasus masing-ma-

sing dengan fenomenanya.

Implementasi kebijakan akan sukses bila didu-

kung oleh faktor prakondisi yang berkualitas baik.

Para ahli mengemukakan berbagai prakondisi yang

dimaksud, seperti yang dikemukakan oleh Edward

(1980) bahwa ada empat faktor untuk suksesnya

suatu pelaksanaan kebijakan yaitu komunikasi,

sumber daya,  sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

Van Horn dan Van Meter dalam Winarno (2002)

mengemukakan bahwa ada enam faktor yang

mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu ukuran

dasar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan,

komunikasi antar organisasi, karakteristik badan-

badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik,

serta kecenderungan pelaksana. Itu Berbeda dengan

pendapat Dunn (2000) yang mengatakan bahwa

pelaksanaan kebijakan mempu-nyai dua sasaran

yaitu regulasi dan alokasi. Regulasi didesain untuk

menjamin lancarnya pelaksanaan kebi-jakan, seperti

penetapan standar-standar prosedur, sedangkan

alokasi adalah menyangkut ketersediaan dana,

personil, dan peralatan. Sementara Wahab (2004)

mengemukakan bahwa tahapan pelaksanaan

kebijakan dengan cara mendayagunakan struktur dan

personalia, dana dan prosedur, serta metode yang

tepat.

Kenyataan di SMP dan MTs menunjukkan feno-

mena prakondisi yang mendukung implementasi kebi-

jakan peningkatan kompetensi guru, dilihat secara

faktor komunikasi, ternyata kepala sekolah/kepala

madrasah (kamad) belum ahli dalam menyampaikan

informasi yang baik, intonasi yang diterapkan sudah

tegas tetapi belum mampu meyakinkan orang lain,

komunikasi sudah disampaikan langsung oleh kepala

sekolah, informasi disampaikan secara agamis tetapi

belum arif dan penyampaian belum matang, padahal

pesan yang disampaikan sudah aktual, faktual, objek-

tif, teliti dan cermat, bahkan sebelum disampaikan

terlebih dahulu didiskusikan agar tidak salah informasi,

media yang digunakan dalam berkomunikasi sudah

representatif dengan berbagai alternatif kemudahan

memperoleh media tersebut sehingga mampu men-

jembatani komunikasi pada umumnya. Sekalipun de-

mikian, ternyata penerima pesan belum menerima

pesan itu secara efektif dan pesannya belum dapat

diterima secara merata. Dilihat dari sumber daya,
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secara kuantitas guru belum memadai dan secara

kualitas guru banyak yang gagap teknologi, tuna, be-

lum layak mengajar, fasilitas fisik dan peralatan seca-

ra kuantitas sudah cukup memadai namun secara

kualitas belum optimal dalam pemanfaatannya, dana

dan sumber pembiayaan secara kuantitas cukup tetapi

secara kualitas “cash flow” keuangan tidak sehat.

Gejala lain dilihat dari disposisi sikap pelaksana

dalam hal ini kepala sekolah sudah mempunyai sikap

manajerial yang seimbang sekalipun cenderung tertu-

tup, belum mampu memberikan kemudahan, rasional,

bekerja aktif namun belum berani berbeda dalam ber-

pikir dan bertindak, mempunyai keberanian untuk me-

manggil dan mengarahkan guru, berdisiplin dan ber-

tanggung jawab, mengacu pada visi misi sekolah, serta

bekerja dengan kesadaran. Dilihat dari struktur biro-

krasi, kepala sekolah sudah memfungsionalkan guru

sesuai dengan pembagian tugas, fungsi, peran, dan

tanggung jawab masing-masing dengan jelas, memeli-

hara disiplin kerja secara prosedural, namun disayang-

kan tidak mengkader kepemimpinan guru, dan tidak

melibatkan guru sepenuhnya. Akibatnya secara u-

mum dapat disimpulkan fenomena yang terjadi di se-

kolah menunjukkan gejala kompetensi guru belum

standar, otonomi sekolah tidak berjalan, kebijakan se-

kolah tidak kreatif, pengelolaan sekolah masih bersi-

fat rutinitas, dan kemauan, kemampuan, keberanian,

maupun komitmen kepala sekolah masih rendah.

Beberapa pengalaman empirik yang mendasari

antara lain oleh Van Horn dan Van Meter dalam Wi-

narno (2002) ditemukan bahwa sikap pelaksanaan

mempunyai hubungan langsung yang signifikan terha-

dap pencapaian pelaksanaan kebijakan. Karakteristik

organisasi pelaksana, kondisi ekonomi, dan sosial poli-

tik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama

mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung

terhadap keberhasilan pencapaian kebijakan. Kemu-

dian komunikasi organisasi, sumber daya, tujuan, dan

sasaran kebijakan mempunyai hubungan tidak lang-

sung yang signifikan terhadap pencapaian kebijakan.

Temuan lain dikemukakan oleh Van Horn dan Van

Meter, Brinkerhof dan Crosby, Edward dan Marilees

menemukan empat hal yaitu variabel sumber daya

adalah satu variabel yang mempengaruhi im-

plementasi kebijakan; variabel sikap pelaksana dan

struktur birokrasi adalah salah satu variabel yang sa-

ngat besar memberikan pengaruh terhadap imple-

mentasi kebijakan; variabel komunikasi, ekonomi, po-

litik dan sosial, kepemimpinan serta strategi manaje-

men adalah salah satu variabel implementasi kebijak-

an; untuk variabel regulasi, dukungan “stakehold-

ers”, legitimasi, program dan proyek, monitoring dan

evaluasi, kecil sekali pengaruhnya terhadap imple-

mentasi kebijakan, namun bukan berarti variabel ini

tidak penting.(dalam Winarno, 2002)

Hasil kutipan wawancara dengan kepala seko-

lah/kamad dan guru disimpulkan berikut di bawah

ini.

Prakondisi implementasi kebijakan peningkatan

kompetensi guru (IKPKG) yang dilaksanakan oleh

kepala sekolah di SMP Negeri dan MTs Negeri berbeda

satu sama lain, sedangkan prakondisi IKPKG di

sekolah swasta (SMP Santa Maria) profilnya berbeda

yaitu lebih tegas dan disiplin. Contoh fenomena

sekolah: Pertama, prakondisi IKPKG di SMP Negeri

6 adalah lebih baik dan bersifat terbuka. Sekolah ini

termasuk sekolah yang paling bagus diantara sekolah-

sekolah negeri yang sama, termasuk dalam hal

pengelolaan dan penataan lingkungan sekolah. Kedua,

prakondisi IKPKG di SMP Santa Maria dalam

pengelolaan keuangan kepala sekolah tidak ikut campur

tangan, yang mengelola itu adalah pihak yayasan.

Sekolah hanya bertugas untuk mengelola proses

pembelajaran ke arah yang lebih baik, sedangkan

yayasan hanya mendukung dengan memfasilitasi semua

kebutuhan sekolah tersebut. Ketiga, prakondisi

IKPKG di MTs Negeri Mulawarman, pa-ling kacau

bila dibandingkan dengan dua sekolah yang lain, dan

sekolah ini budaya akademiknya tidak baik (FS1/GSL-

A/SMPN/RG/030408/10.00-13.00 Wita).

Alasan penelitian ini dilaksanakan di tiga sekolah

karena ketiga sekolah ini memiliki karakteristik pra-

kondisi implementasi kebijakan peningkatan kompe-

tensi guru yang berbeda, baik dilihat dari faktor komu-

nikasi, sumber daya, disposisi sikap pelaksana, mau-

pun struktur birokrasi. Sekalipun demikian, bahwa

ketiga sekolah ini mempunyai kesamaan dalam upaya

ingin meningkatkan kompetensi guru yang berkualitas

baik dan profesional. Sementara tujuan penelitian

adalah untuk melakukan deskripsi, eksplorasi, dan

eksplanasi terhadap prakondisi yang mendukung

IKPKG melalui komunikasi, sumber daya, disposisi

sikap pelaksana, dan struktur birokrasi yang

dilaksanakan di sekolah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif

yang mendeskripsikan kondisi objektif tentang objek

yang diteliti, berdasarkan perbedaan karakteristik
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subyek dan fokus penelitian, maka penelitian ini

dirancang dengan menggunakan desain studi multi

kasus (multi-case studies) (Guba, 1978; Lincoln &

Guba, 1985). Kehadiran peneliti pada penelitian

kualitatif merupakan suatu keharusan karena

penelitian jenis ini lebih mengutamakan temuan

observasi terhadap berbagai fenomena nyata dan

alamiah. Wawancara kepada kepala sekolah/kamad

dan guru dilakukan oleh peneliti sendiri dan peneliti

bertindak sekaligus sebagai instrumen penentu (key

instrument). Jenis data dalam penelitian dalam

penelitian ini adalah semua data verbal baik berupa

kata-kata, ucapan lisan, perilaku subjek (informan)

yang berkaitan dengan prakondisi implementasi

kebijakan peningkatan kompetensi guru, dan data

yang bersumber dari dokumen-dokumen, foto-foto,

dan benda-benda yang dapat digunakan sebagai

penguat argumentasi. Peneliti-an ini menggunakan

rancangan studi multi kasus dengan unit analisis

kelompok, yaitu kepala sekolah dan guru pada SMPN

6, SMP Santa Maria, dan MTsN.

Teknik sampling yang digunakan dalam peneliti-

an ini melalui dua pentahapan, yaitu: (1) studi kasus

tunggal pada kasus pertama digunakan teknik sam-

pling secara purposif yaitu mencari informan kunci

(key informan) yang dapat memberi informasi kepa-

da peneliti tentang data yang dibutuhkan; (2) cara

pengambilan sampel seperti pada kasus pertama di-

gunakan pula untuk memperoleh data pada kasus

kedua. Melalui teknik purposif akhirnya ditetapkan

sampel yang menjadi informan kunci sebagai sumber

data adalah kepala sekolah dan guru. Berdasarkan

informan kunci tersebut selanjutnya dikembangkan

untuk mencari informan lainnya dengan teknik bola

salju (snowball sampling). Untuk memperoleh data

secara holistik dan integratif, serta memperhatikan

relevansi data dengan fokus dan tujuan, maka dalam

pengumpulan data penelitian ini digunakan tiga teknik,

yaitu: wawancara mendalam (indepth interview-

ing), observasi partisipan (participant observation),

dan studi dokumentasi (study of documents) (Bogdan

& Biklen, 1982).

Analisis data dalam penelitian ini meliputi: meng-

atur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode

dan mengkategorikan dengan tujuan menemukan te-

ma (Moleong, 2009). Penelitian ini dirancang dengan

analisis data multi kasus yang dilakukan dengan dua

tahap, yaitu analisis data kasus individu dan analisis

data lintas kasus, sesuai dengan saran Yin (1984).

Untuk menemukan keabsahan dan akurasi data da-

lam penelitian ini digunakan kritetia seperti dianjurkan

Lincoln & Guba (1985) dalam Sugiyono (2009: 366-

367) yaitu: kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas

dan konfirmabilitas.

HASIL

Pada bagian ini, prakondisi implementasi kebi-

jakan peningkatan kompetensi guru yang mendukung

dan sudah dilaksanakan di setiap sekolah ditemukan

dan disajikan dalam paparan sebagai berikut.

Prakondisi komunikasi implementasi kebijakan

peningkatan kompetensi guru di tiga sekolah tidak

hanya didukung tetapi juga dilaksanakan dengan baik,

secara sumber komunikasi sudah disampaikan lang-

sung oleh kepala sekolah (kasek) atau kepala madra-

sah (kamad) dengan berbagai gaya (styles) dan peng-

alaman masing-masing. Dilihat secara pesan yang

disampaikan secara hangat, bertolak dari fakta, tidak

meragukan, dan akurat. Dilihat secara media, sudah

dibantu oleh berbagai media komunikasi yang

mendukung, memudahkan penyampaian pesan, dan

sudah mewakili pesan tersebut. Dilihat secara

penerima pesan dengan berbagai perbedaan latar

belakang tampaknya setiap pesan yang diterima dapat

dipahami oleh mereka dengan berbagai perbedaan

persepsi masing-masing.

Prakondisi sumber daya implementasi kebijakan

peningkatan kompetensi guru di tiga sekolah didukung

dan dilaksanakan; dilihat secara sumber daya manu-

sia, masih kurang dan  masih belum memenuhi

persyaratan ideal sebagai guru. Dilihat secara fa-

silitas fisik dan peralatan, sudah memadai baik jumlah

maupun ragamnya; namun secara kualitas, masih

kurang dan belum optimal dalam pemanfaatannya.

Tetapi dilihat secara pendanaan/sumber pembiayaan,

sangat bervariasi namun secara kualitas pemanfaatan

dana tersebut masih belum disiplin sesuai anggaran

keuangan RAPBS/RAPBM.

Prakondisi disposisi sikap pelaksana kebijakan

peningkatan kompetensi guru di tiga sekolah didukung

dan dilaksanakan; dilihat secara sikap apa yang harus

dilaksanakan; sudah menunjukkan sikap manajerial

yang tidak diskriminatif dengan memberikan berbagai

kemudahan secara prosedur yang berlaku. Dilihat

secara kemampuan melaksanakan kebijakan, sudah

mampu namun berbeda dalam cara menangani setiap

permasalahan yang muncul. Sedangkan dilihat secara
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motivasi dan keinginan pelaksana kebijakan, sudah

memiliki motivasi yang cukup baik, terbukti dengan

berusaha selalu mengacu pada visi misi sekolah.

Prakondisi struktur birokrasi kebijakan pening-

katan kompetensi guru di tiga sekolah sudah menun-

jukkan efisiensi dalam upaya menyederhanakan biro-

krasi dengan membagi “job description” dan tang-

gung jawab setiap fungsi organisasi menurut ketentu-

an yang berlaku. Dilihat secara acuan/SOP yang dia-

cu belum sepenuhnya mengarah pada visi misi sekolah

dengan berbagai kesadaran dari masing-masing. Dili-

hat secara koordinasi masih lemah dan belum sepe-

nuhnya menjalankan koordinasi dengan baik. Namun

dilihat secara pemanfaatan sumber daya sudah baik

dan mendukung, terlihat dari upaya mereka melibat-

kan guru dalam berbagai upaya kerjasama maupun

perumusan kebijakan sekolah.

PEMBAHASAN

Pada bagian ini, dibahas data hasil temuan

tentang prakondisi implementasi kebijakan peningkat-

an kompetensi guru.

Komunikasi

Komunikasi kebijakan efektif yang terjadi seperti

di SMP Negeri 6 adalah lebih bersifat “multy ways

traffic communication” yaitu alur komunikasi yang

terjadi bersumber dari berbagai pihak secara bersa-

maan, kapan dan dimanapun, komunikasi tidak dido-

minasi oleh pihak tertentu namun tetap saling meng-

hargai, perbedaan pesan yang disampaikan memper-

kaya informasi yang semakin hangat, media komuni-

kasi yang digunakan kompleks dan bervariasi, serta

penerima pesan merasa semakin mantap dan mema-

hami betul informasi yang disampaikan tanpa beratur-

an. Komunikasi seperti ini lebih bersifat argumentatif

dan mempunyai banyak penguat yang mampu meya-

kinkan penerima pesan. Sementara komunikasi kebi-

jakan seperti yang terjadi di SMP Santa Maria lebih

bersifat “two ways traffic communication” yaitu

alur komunikasi yang terjadi bersumber dari dua arah,

saling bertukar informasi, informasi yang diperoleh

jelas, beraturan dan bergilir satu sama lain. Komuni-

kasi seperti ini lebih bersifat penerapan (drilling)

yang mempunyai kekuatan penekanan terhadap objek

maupun maksud tertentu. Sedangkan komunikasi ke-

bijakan seperti yang terjadi di MTs Negeri Mulawar-

man lebih bersifat “one way traffic communication”

yaitu alur komunikasi terjadi satu arah, terjadi atas

dasar kemauan sepihak, tidak beraturan tetapi mem-

punyai tujuan tertentu, tidak jelas dan membingung-

kan. Komunikasi seperti ini lebih bersifat himbauan

yang berarti dituruti atau tidak dituruti bukan merupa-

kan harapan utama yang penting syaratnya sudah

disampaikan.

Perbedaan komunikasi kebijakan yang paling

menyolok terlihat dari keahlian dan tingkat kematang-

an kepala sekolah dalam berkomunikasi yang realisa-

sinya dapat dilihat dari perbedaan gaya berkomunika-

si. Gaya komunikasi kepala sekolah itu bervariasi,

berbagai gaya yang muncul dan terasa adalah gaya

enterprener yang birokrat, gaya birokrat yang selebri-

tis, dan gaya birokrat yang politisi. Ciri seperti di SMP

Negeri 6 lebih cocok dengan gaya enterprener yang

birokrat, yaitu gaya yang lebih bersifat terbuka, sensi-

tif dan responsif, demokratis, kreatif dalam melaksa-

nakan kebijakan sekolah, dan  memiliki motivasi serta

keinginan yang tinggi untuk memajukan sekolah. Se-

mentara di SMP Santa Maria lebih cocok dengan

gaya birokrat yang selebritis, yaitu gaya kepemimpin-

an kepala sekolah lebih bersifat tertutup dan sangat

berhati-hati dalam memberikan pernyataan tentang

pelaksanaan kebijakan sekolah, sulit untuk memberi-

kan komentar tentang kebijakan sekolah, terkesan

arogan, lebih banyak bekerja daripada berbicara, be-

kerja tanpa pamrih, dan berani mempertaruhkan jiwa

maupun raga hanya untuk mempertanggungjawab-

kan sekolah. Sedang di MTs Negeri Mulawarman

lebih cocok dengan gaya birokrat yang politisi, yaitu

gaya  kepemimpinan kepala madrasah tidak jelas dan

tidak menentu atau “plin-plan”, manajemen yang dite-

rapkan adalah “manajemen saksere”, disinyalir ada

tendensi pamrih dan berharap sesuatu (vested inter-

est), bahkan untuk kepemimpinan tipe ini lebih banyak

melihat sebuah kebijakan sekolah dari sisi kepenting-

an tertentu baik secara pribadi maupun kelompoknya.

Pentingnya komunikasi dalam mengimplemen-

tasikan kebijakan dikemukakan oleh Kratzer, dkk.

(2004:64-65) berikut di bawah ini.

Communication is essential for policy implementa-

tion. Besides the obvious positif effect of frequent

communication, the literature argued againts the

positive effect of communication. As research

shows, high levels of communication. The lowest

the crea-tive performance in implementation. The
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more cen-tralized the communication, the lower

the creative performance implementation. The

more communica-tion occurs within sub-group,

the lower creative per-formance implementation.

Pendapat ini dipertegas oleh Goggin (1990:172),

bahwa kedudukan komunikasi dalam implementasi

kebijakan merupakan isu yang sangat penting dan

menentukan tingkat kritisi investigator peneliti dalam

mengadop setiap  permasalahan kebijakan yang mun-

cul agar dapat dioperasionalkan dengan baik dan tepat

secara perspektif.

Komunikasi memegang peranan penting dalam

pelaksanaan kebijakan, karena dengan komunikasi

kita dapat memahami sesuatu dengan baik. Namun

demikian, selain sisi positif dari komunikasi, kajian li-

teratur menunjukkan bahwa komunikasi yang terlalu

sering dilakukan akan menyebabkan menurunnya ki-

nerja atau semakin sering frekuensi komunikasi se-

makin menurunkan kinerja, dan semakin tersentrali-

sasi komunikasi maka semakin rendah kreativitas,

serta semakin sering komunikasi terjadi pada sub-

sub kelompok maka semakin rendah kinerja dalam

melaksanakan sesuatu pekerjaan.

Komunikasi dikatakan efektif apabila dalam pe-

nyampaian informasi didukung dengan sumber yang

dapat dipertanggungjawabkan; pesan yang jelas; me-

dia representatif; dan bagi penerima mempercayai-

nya. Komunikasi itu dikatakan berkualitas baik

apabila dalam penyampaian pesan sudah komunikatif,

dan  dikatakan komunikatif apabila pesannya mudah

dimengerti oleh orang lain. Jadi komunikasi yang

berkualitas baik adalah komunikasi yang komunikatif,

dikatakan komunikatif  karena komunikasinya efektif,

dan yang efektif biasanya mempunyai sifat unik

sebagai suatu kelebihan yang dimiliki.

Sumber Daya

Sumber daya di SMP Negeri 6, SMP Santa Ma-

ria, dan MTs Negeri Mulawarman tampak bahwa

untuk sumber daya guru secara kuantitas masih

belum memadai dan secara kualitas masih banyak

guru yang belum layak mengajar dan banyak guru

yang gagap teknologi. Begitu juga fasilitas fisik sarana

prasarana yang tersedia secara kuantitas pada

dasarnya cukup memadai, tetapi secara kualitas

belum optimal dimanfaatkan kegunaannya, hanya

sebatas memiliki dan belum sampai pada perawatan

yang baik. Untuk sumber daya pendanaan, secara

kuantitas relatif sama, namun secara kualitas belum

disiplin dan kondisi “cash flow” keuangan sekolah

belum sehat. Sekalipun demikian, ketiga sekolah ini

mempunyai cara mengimplementa-sikan kebijakan

sekolah yang berbeda yaitu SMP Ne-geri 6 lebih

bersifat mandiri, sementara SMP Santa Maria lebih

bersifat ketergantungan, sedang MTs Ne-geri

Mulawarman lebih bersifat bergantung pada se-lera

kepala madrasah yang bersangkutan.

Padahal menurut Edward (1980) sumber daya

merupakan faktor penting dalam mendukung

keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sumber daya

dimaksud meliputi kecukupan jumlah dan kompetensi

staf untuk melaksanakan tugastu-gasnya, kecukupan

informasi yang relevan tentang bagaimana

melaksanakan kebijakan dan bagaimana faktor-

faktor sumber daya terlibat dalam melaksanakan

kebijakan; wewenang untuk menjamin bahwa

kebijakan dilaksanakan sebagaimana yang diinginkan,

dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mentranslasikan

kebijakan menjadi pelayanan yang fungsional seperti

bangunan kantor, peralatan, tanah, dan dana. Ketidak

cukupan sumber daya dapat diartikan bahwa tidak

adanya keefektifan hukum dan peraturan, ketidakopti-

malan pelayanan, dan tidak berkembangnya regulasi

yang rasional.

Sumber daya di sekolah merupakan faktor pe-

nentu yang harus menjadi perhatian, dengan sumber

daya  akan tampak kemampuan sekolah tentang aset-

asetnya. Aset itu bisa dilihat secara jumlah dan kecu-

kupannya tetapi juga dapat dilihat dari aspek kualitas-

nya. Karena pada saat kita membicarakan sumber

daya maka yang ada dibenak adalah sumber daya

manusia saja, padahal sebenarnya ada aspek lain se-

perti sumber daya fasilitas fisik peralatan yang mam-

pu mendukung pelaksanaan kebijakan baik tentang

kecukupan dan kondisi fasilitas dan peralatan itu su-

dah memadai, serta pendanaan/sumber pembiayaan

masalah keuangan yang tersedia dan kejelasan peng-

gunaan serta perolehan sumbernya dari mana. Arti-

nya keberadaan sumber daya di sekolah bisa beru-

bah, ditingkatkan, dikembangkan kearah yang lebih

baik. Sehingga peran kepala sekolah dalam hal ini

sangat dibutuhkan, tidak semata mengembangkan fi-

siknya saja tanpa harus melihat perkembangan guru-

nya. Idealnya kedua aspek ini harus berkembang se-

jalan, tidak ada prioritas yang semestinya harus dida-

hulukan semua sama penting. Tidak perlu ada perta-
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nyaan yang membingungkan seperti kalau kita berta-

nya bahwa ayam dulu baru telor atau telor dulu baru

uang. Jadi sulit sekali dapat mengklaim keduanya

menjadi benar dan inilah yang dikatakan dengan pilih-

an kebijakan.

Disposisi Sikap Pelaksana

Faktor disposisi sikap pelaksana yang ditemu-

kan di SMP Negeri 6, dilihat dari dimensi apa yang

harus dilaksanakan, kemampuan untuk melaksana-

kan, dan motivasi keinginan. Sikap kepala sekolah

dalam upaya melaksanakan itu sangat ditunjang oleh

sikap manajerial, yaitu sikap yang mampu memisah-

kan antara kepentingan sekolah dengan pribadi; men-

ciptakan hubungan struktur birokrasi yang sederhana;

tidak mengenal adanya perlakuan khusus seperti per-

lakuan “anak emas atau anak tiri” semua perlakuan

sama; dan memberikan pelayanan yang cepat, tepat,

mudah, dan memuaskan tetapi tetap rasional berda-

sarkan ketentuan yang berlaku. Kepala sekolah tidak

senang mempersoalkan hal-hal yang sifatnya formali-

tas tetapi lebih senang pada persoalan substansi, se-

perti  menandatangani surat di tengah lapangan

basket tidak menjadi masalah demi pelayanan. Prinsip

pelayanan “lebih cepat lebih baik”, betul-betul dite-

rapkan oleh kepala sekolah kepada warga sekolah.

Dalam mengimplementasikan kebijakan kepala seko-

lah didasari dengan pijakan yang bersifat ilmiah dan

profesional. Memperhatikan fenomena ini, hampir

sama seperti yang dilaksanakan di SMP Santa maria

dan perbedaan yang mencolok terletak pada sikap

kaku, ketegasan yang sakelik, dan sedikit komentar.

Sehingga dalam mengimplementasikan kebijakan ke-

pala sekolah lebih mendasarkan diri pada rasional

berdasarkan peraturan normatif yang berlaku. Se-

dangkan perbedaan yang menyolok terlihat di MTs

Negeri Mulawarman pada sikap kepala madrasah

yang tidak berpendirian, tidak mendasar, dan serba

tidak jelas. Kepala madrasah mengimplementasikan

kebijakan sekolah lebih mendasarkan pada selera dan

kehendak pribadi atau menguntungkan kelompok ter-

tentu.

Menurut Edward (1980), jika implementasi

kebijakan ingin dilaksanakan secara e-fektif maka

pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui

apa yang harus dikerjakan dan mempu-nyai

kemampunan untuk melaksanakannya, tetapi pe-

laksana kebijakan juga harus mempunyai keinginan

untuk melaksanakan kebijakan. Dalam pelaksanaan

kebijakan seringkali menemui hambatan. Hal ini dika-

renakan komunikasi kebijakan yang dilakukan oleh

pimpinan tidak jelas dan konsisten; ketidakaktifan,

dan keengganan pelaksana kebijakan untuk melaksa-

nakan kebijakan; independen atau tidak terlibat dalam

perumusan kebijakan sehingga tidak ada motivasi un-

tuk melaksanakan kebijakan; dan kompleksitas kebi-

jakan itu sendiri. Keengganan atau ketidakaktifan pe-

laksana kebijakan sangat bergantung pada sikap me-

reka terhadap kebijakan, dan bagaimana mereka meli-

hat kebijakan mempengaruhi organisasi dan keinginan

pribadi.

Struktur Birokrasi

Faktor struktur birokrasi yang ditemukan di SMP

Negeri 6, dilihat dari cara kepala sekolah dalam

mengkoordinasikan tanggung jawab kepada wakil

dan pembantu kepala sekolah maupun para guru ten-

tang “job description” masing-masing tampak ter-

koordinir, sehingga setiap orang sudah mengetahui

sendiri pekerjaan dan apa yang semestinya dikerja-

kan. Peran kepala sekolah cenderung berperan “how

to manage” dan memberikan pengarahan serta me-

mantau dan mengevaluasi lingkup tangggung jawab

mereka, seperti halnya seorang koordinator yang

bertanggung jawab atas semua mekanisme manaje-

men di sekolah. Pada dasarnya hampir sama seperti

yang dilaksanakan di SMP Santa Maria, hanya saja

dari sisi tanggung jawab mereka lebih banyak mene-

kankan dan membebankan pada kepala sekolah

(Suster) sehingga bentuk tanggung jawabnya lebih

bersifat individu kepala sekolah. Sementara untuk

MTs Negeri Mulawarman dengan karakteristik seko-

lah yang berbeda dengan gaya kepemimpinan yang

tidak terkoordinir dengan baik dan tidak terarah, tang-

gung jawabnya lebih bersifat “tanggung jawab kamu”

yang cenderung menyalahkan seseorang dan birokra-

si disini sama sekali tidak berjalan.

Konsep birokrasi pertama kali diperkenalkan

oleh Max Weber, kemudian Dwijowijoto (2004:63),

mengemukakan bahwa organisasi meliputi struktur

yang baku, formal dan diikuti prosedur-prosedur.

Struktur adalah kesatuan bagian atau orang yang ber-

sifat formal. Sehingga bila diterjemahkan dengan isti-

lah lain sama dengan sistem. Brienkerhoff dan Crosby
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(2002:28), mengungkapkan bahwa pelaksanaan kebi-

jakan membutuhkan penyesuaian-penyesuaian dan

modifikasi struktur birokrasi. Perubahan-perubahan

atau penyesuaian tersebut seringkali ada penolakan

dari pelaksana kebijakan. Hal ini disebabkan: 1) pelak-

sana kebijakan sudah terbiasa dengan sistem yang

rutin; 2) tugas-tugas yang diberikan kemungkinan ber-

beda sama sekali dengan hal-hal yang biasa dilaksa-

nakan; dan 3) adanya perubahan pola hubungan kerja

baik ke dalam maupun ke luar.

SIMPULAN

Dari hasil analisis yang sudah melaksanakan

mengenai prakondisi implementasi kebijakan

peningkatan kompetensi guru ditiga sekolah baik di

SMP maupun MTs dapat disimpulkan: Pertama,

kualitas komunikasi yang disampaikan sudah

didukung oleh sumber yang dapat dipercaya, pesan

yang objektif, media yang representatif dan penerima

pesan yang mempercayai dengan baik. Kedua,

kualitas sumber daya yang ter-sedia didukung oleh

sumber daya manusia/guru yang profesional, fasilitas

fisik dan sarana prasarana yang memadai, serta

pendanaan yang cukup dengan “cash flow” yang

sehat. Ketiga, kualitas disposisi sikap pelaksana

didukung oleh sikap apa yang harus dilaksa-nakan

sudah dipahami oleh kepala sekolah, mempu-nyai

kemampuan untuk melaksanakan, dan mempu-nyai

motivasi serta keinginan yang tinggi untuk melak-

sanakan. Keempat, kualitas struktur birokrasi didu-

kung oleh efisiensi, mengacu pada standar visi misi,

terkoordinasi, dan mampu memanfaatkan sumber da-

ya secara optimal. Kelima, komunikasi yang dilaksa-

nakan secara formal dan nonformal. Keenam, sum-

ber daya yang tersedia dilaksanakan secara optimal,

disiplin, dan prosedural. Ketujuh, disposisi sikap pe-

laksana dilaksanakan dengan cara membagi tang-

gung jawab dan pekerjaan sesuai dengan bidang dan

keahlian masing-masing. Kedelapan, struktur biro-

krasi dilaksanakan dengan cara memfungsionalkan,

menyederhanakan, mengkader dan membina guru

dengan baik dan terencana.

Temuan lain yang bersifat unik, khusus, dan me-

nyolok antara lain: Pertama, Ciri khas kepemimpinan

kepala sekolah seperti di SMP Negeri 6 lebih tepat

bila prakondisi IKPKG itu dilaksanakan oleh kepala

sekolah dengan gaya kepemimpinan “enterprener

yang birokrat”. Berbeda dengan ciri khas seperti di

SMP Santa Maria, lebih tepat bila kepala sekolah

melaksanakan dengan gaya kepemimpinan “birokrat

yang selebritis”. Sedangkan untuk ciri khas seperti

di MTs Negeri Mulawarman, gaya kepemimpinan

kepala madrasah yang paling efektif adalah “birokrat

yang politisi”. Kedua, ciri khas kepala sekolah seperti

di SMP Negeri 6 dalam upayanya meng-IKPKG le-

bih berorientasi pada dasar “ilmiah dan profesional”.

Berbeda dengan ciri seperti di SMP Santa Maria, le-

bih berorientasi pada dasar “rasional dan peraturan”

yang berlaku secara normatif. Sedang ciri di MTs

Negeri Mulawarman lebih menekankan pada dasar

“rasional dan irasional”. Ketiga, dilihat dari tanggung

jawab, untuk yang bercirikan seperti di SMP Negeri

6 akan muncul konsep “tanggung jawab kami/kita”.

Sementara ciri seperti di SMP Santa Maria muncul

konsep “tanggung jawab saya”. Sedangkan ciri se-

perti di MTs Negeri Mulawarman muncul konsep

“tanggung jawan kamu”. Keempat, dilihat dari sisi

kepercayaan yang diberikan/diemban kepala sekolah,

ciri seperti di SMP Negeri 6 adalah sebagai “amanah”

yang harus dilaksanakan dengan baik dan dengan

hati yang ikhlas. Sementara ciri seperti di SMP Santa

Maria adalah sebagai “anugerah” dari Allah yang

harus dilaksanakan dengan sepenuh hati sebagai

panggilan jiwa. Sedangkan ciri seperti di MTs Negeri

Mulawarman adalah “aman-dah” (aman sudah) yang

harus dilaksanakan.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, dike-

mukakan saran-saran kepada berbagai pihak sebagai

berikut. Pertama, Kantor Dinas Pendidikan Nasional

dan Departemen Agama diharapkan menjadwal se-

cara periodik kunjungan ke sekolah-sekolah agar me-

ngetahui persis permasalahan di sekolah secara objek-

tif dan tidak hanya menerima laporan tertulis saja.

Kedua, sekolah melalui kepala sekolah diharapkan

tetap menjalin hubungan baik dengan guru, mengada-

kan kunjungan kelas secara rutin dan terprogram mi-

sal dalam seminggu dua kali untuk memberikan saran-

saran perbaikan, selalu memberikan motivasi kepada

mereka, serta kepala sekolah dalam hal pengembang-

an proses pembelajaran harus dapat memberikan

tanggung jawab sepenuhnya kepada guru. Ketiga,

peneliti dan peneliti lain diharapkan selalu mengem-

bangkan lebih jauh lagi kajian tentang implementasi

kebijakan peningkatan kompetensi guru karena hal
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ini sangat urgen. Keempat, program studi manajemen

pendidikan diharapkan menjadi bahan replikasi keil-

muan dalam bidang kajian yang sejenis ke arah mem-

perkaya khasanah dan perkembangan ilmu manaje-

men pendidikan.
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